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ABSTRAK

Tinduk pidana perkossan merupakan salah satu kejabatan kesusilaan yang
menyerang kehormatan wanita. dimana terjadinya tindakan scksual ini dalam bentuk
persetububan disertal ancaman kekerasan atau kekerasan. Salah satn wsaha aparat
penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana perkosaan pada tahap penvidikan
talah dengan meminta bantuan ahli sesuai vang diatur dalam pasal 133 avat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketcrangan dokter vang dimaksudkan
tersebut dituangkan secara terulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang
discbut dengan Fiswm Er Repertum. Penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar
Padang hertujuan untuk a) mengetahui bagaimanakah peranan Fisum Fr Repertum
untuk mengongkap susie lindak pidana perkosaan pada tahap penvidikan, b
mengetahul apakah kendala pemanfaatan Fisum £t Repertum untuk mengungkap
suatu tindak pidana perkosaan pada tabap penyvidikan. Dalam penelitian ini digunakan
metode puridis sostologiys dengan spesifikasi pembahasannya yaitu deskripnf dan
tckmik pengumpulan datanya studi dokumen dan penelitian lapangan  melalui
wawancara, kemudian dianalisis secara kualitarif Dari hasil penelitian penulis dapat
simpulkan bahwa a) peranan Fisum Ef Repertm dapat memberi perunjuk mengenai
adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak
pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti
dalam tindak pidana perkosaan. hasil yang termuat dalam Fisum Et Repertum dapat
menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnva dalam
mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan, keberadaan Fisum Er Repertum
penting untuk kelengkapan atau kesempurnaan berkas perkara tindak pidana
perkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. b) Kendala
dalam pemantaatan Visum Ft Reperfum ialah Lamanya jangka waktu laporan atau
pengaduan dugaan tindak pidana perkosaan dan dalam hal Fisum Er Repertum tidak
sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada dif korban.



BAB 1

PENDAHULUAMN

A. Latar Belakang

Pemerikssan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencarn  kebenaran  materinl  (mederiile
woaarheid) terhadap perkara tersebut, Hal ini dapat dilihat dari adanva berbagai
usaha vang dilakukan oleh aparat pencgak hukum dalam memperaleh bukti-bukti
vang dibutuhkan untuk mengungksp sustu perkara baik pada tahap pemeriksaan
pendahuluan scperti penyidikean dan penuntutan maupun pada thap persidangan
perkara tersebut,

Usaha-usaha vang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari
kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanyva
kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebapaimana
ditentukan dalam Undang-undang Wo.d Tahun 2004  tentang  Kekuasaan
Kehakiman pasal & ayat 2 vang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi
pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut
undang-undang, mendapatkan kevakinan bahwa seseorang vang dianggap dapat
bertanggung jawab., telah bersalah atas perbuatan vang didakwakan atas difinya™,

Denpean adanva kKetentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses
penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan
bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap
mungkin. Adapun mengenal alat-alat bukti vang sah sehagaimana dimaksud diatas

dan yang tclah ditentukan menurut  ketentuan  perundang-undangan  adalah

' Kerjazama aniarn Kejaksoan Apung B dengan FHPM Unibraw, Loporas Penelivlan
Tontary Mogadel Vismor B Reperfom Sebaped Alet Brbei, Depdikbad, 1928171982, hal, 1



sebapaimana diatur dalam LUindang-undang MNo8 Tahun 1981 temtang Kitah
Lindang-undang Hukum Acam Pidana (KUHAT pada pasal [84 ayal 1 yang
menyvebutkan :

“Alat bukti vang sab jalah :

a. keterangan saksi
b keterangan ahli ;
¢, surel ;

d. pewnjuk :

e

keterangan lerdakwa’,

Di  dalam  wsaha  memperoleh  bukti-bukti - wvang  diperlukan  guna
kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidans, seringkali para penegak hukum
dibadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan
sendici dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahlisnnya.
Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam
rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak
hukum tersebut.

Menurut  ketentuan  hukum  acara pidana di  Indenesia, mengenai
permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP, Dalam
Kitah Undanp-Undang Hukum Acara Pidana (KUHATY) mengenai bantuan
seorang ahli dalam rangka mencari kebenaran materi] selengkap-lengkapnya bagi
para penegak hukum diatur dalam pasal 133 ayat | KUHAP. vang berbunyi :
“dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik
luka, keracunan ataupun mati vang didugs karena peristiva yang merupakan
tindak pidana, ia bereenang mengajukan permintaan ketcrangan ahli kepada
kedokteran kehakiman atau dekler dan atau ahli lainnya’,

Suatu kasus vang dapat menunjukken bahwa pihak Kepolisian selaku

aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang



dilakukannya wyailu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan
kesusiluan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan
seksual dalam bentek persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan
atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya,
Keterangan ahli yang dimaksud ini vaitu keterangan dari dokter wanp dapat
membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yuang sah
dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkai
dengan pembuktian adanya landa-tanda telah dilakukannya swatu persetubuhan
yang dilakukan dengan kekerasan stau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosasn yang terjadi di masyarakat
spat ini, depat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas
maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat
dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan
menayangkan kasus-kasus perkosaan,

Koordinator Divisi HAM Lembaga Bantuan Hukum {LBH} Padang Vino
Oktavia menyebutkan,"kasus pelanggaran hak terhadsp anak dan perempuan
sepanjang Januari hingga Juni 2008 terjadi peningkatan. Di antaranya Rasus
pencabulan gnak sehanyak 24 kasus. perkosaan anak sebanyak 19 kasus,
kekerasan rumah tanpga terhadap perempuan sebanyak 14 kssus, kekerasan
terhadap anak sebanyak 10 kasus dan sodomi anak sebanyak 3 kasus.”Artinya
angka pelanggaran HAM terhadap anak di Kola Padang sebanyak 163 kasus.”

Dari kwalitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin

beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan,

Fajril  Mubarsk,  Tiecfek  Nekeravan  Fechodap kst Masik Tinggd
i Podanpkinieoe. Nakses pada tanggal 2872008, 13:01 WIB



berbagai kesempatan dan empat-tempat vang memungkinkan terjadinya tindak
perkosaan, hubungan korban dan pelaku vang justru mempunyai kedekatan Karena
hubungan kelusrge, tetangpa, bahkan puru yang seharusnys membimbing dan
mendidik, bentuk kekerasan vang dilakukan terhadap korban, serta wsia korban
perlosasn yang saal ini semakin banvak térjadi pada anak-anak. Terkail dengan
peranan  dokier dalam membante  penyidik memberikan  keterangan medis
mengenai  keadaan  korban  perkosman,  hal  ind omerupakan  upava  untuk
mendapatkan bukti atau tanda pads diri korban yang dapal menunjukkan bahwa
telah benar terjadi suatu tindak pidans perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis
dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang discbut dengan Fisum £
Repertune. Menurut  pengertiannya,  Fisum Er Repertum disrtikan  sebagai
keterangan vang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang
mengenal hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati
ataupun bagian atau didvga bagian dari fubuh manusia, berdasarkan keilmuannya
dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.’

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil Fisam Ef
Reperium dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan
sechagaimana  terural  diatas, hal tersebut melatarbelakangi  penulis  untuk
mengangkatnya menjadi topik pembabasan dalam penulisan skripsi dengan judul
"PERANAN FISL'M ET REPERTUM UNTUK MENGUNGHEKAFP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di

Kepolisian Kota Besar Padang)”.

! i Sampurna dkk, Visas Ev Bepertiond Don Perandavig- Undavigan Serra Pembahazan
Hedum Keseburan Dafam Profesi Kedobreran, [kt oo Kedokiernm Forensik, Fakuolias
Keduklerse Liniversitas Andalas Podong. 200, hal 1



BAB IV

PENUTLP

A, Kezsimpulan

Berdasorkan hasil penelitian yang telah dilakukan serts pembahasan

schagaimana termerai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

k.

Peranan Fisaem Er Repertum untuk mengungkap tindak pidana perkosaan

pada tahap penyidikan di Kepolisian kota besar Padang adalah schagai

berikut :

&

Fiswm Et Repertym dapat memberi petunjuk mengenai adanyva unsur
persciubuhan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak
pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap
barang bukti dalam tindak pidana perkosaan,

hasil yang termuat dalam Viswer Er Repertnm dapat menjadi bukti
permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam
mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosasn ;

keberadaan  Fiswm  Er Repertum penting untuk kelengkapan!
kesempurnaan berkas perkara tlindek pidane perkosaan yang dibuat

dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum,

Kendala pemanfoatan Fismm £r Bepeetien untuk mengungkap tindak

pidana perkosaan pada fahap penvidikan di Kepolisian kota besar Padang

adalah sehagai berikut

63
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